
N 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  

PROVINSI JAWA BARAT 

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG 

 

NOMOR 13 TAHUN 2024 

         

TENTANG 

 

 PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
SUMEDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

 

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2025 telah dibahas secara teliti, 

cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Sumedang; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 untuk 

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 7042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- 

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu di sesuaikan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18); 

10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur 

Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18); 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 14); 

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2023 Nomor 24). 

 

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sumedang tanggal 25 November 2024. 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG 

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ^ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG. 

  

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumedang. 

 

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2025, sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan Daerah : 

2. Belanja Daerah : 

3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Rp. 2.935.662.635.428,- 

Rp. 2.931.162.635.428,- 

Surplus 

Rp. 

Rp. 4.500.000.000,- 

Pembiayaan Netto 

Rp. 4.500.000.000,- 

Rp. (4.500.000.000),- 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan        Rp. 0,- 

 

 



 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
 
 Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 25 November 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG 

WAKIL KETUA, 
 

 

ttd 
 

  SIDIK JAFAR 

 


